
I. Nama : ......................<8>...........................................

NIP : .............<9>.....................

Jabatan : .......................<10>........................................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang

pada .............<1>....................., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama ........................<11>........................................

NIP ..............<12>....................

Jabatan ........................ <13>.......................................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan

pada...............<1>....................., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No.

1

A ASET LANCAR

1 Persediaan

B ASET TETAP

1 Tanah

2 Peralatan dan Mesin

3 Gedung dan Bangunan

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 Aset Tetap Lainnya

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

C ASET LAINNYA

1 Aset Tidak Berwujud

2 Aset Lain-lain

3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

D Total Intrakomptabel (A+B+C)

E Ekstrakomptabel

F Total Gabungan (D+E)

Rincian Terlampir.

II. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP

periode .................<14>...................., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

....................<10>...................... ....................<13>......................

..................<8>................. ..................<11>.................

NIP ...........<9>................. NIP ...........<12>.................

*) pilih salah satu yang paling sesuai.

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

KOP SURAT

PADA...........................<1>..........................................

NOMOR : ..................<2>...............

Pada hari ini ....<3>...., tanggal ...<4>... bulan ......<5>........ tahun .....<6>......, bertempat di

.......<7>......., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Akun Neraca Nilai BMN Periode….<14>…..

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal 

.........................<1>...................................... dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk 

periode ...............<14>..................., dengan hasil sebagai berikut :

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
2 3 4 5=3+4

Mengetahui,

Kepala Kantor/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Deputi*).......<1>.....

....................<15>....................

NIP/NRP ...........<16>.............

Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam 

Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Lampiran 1



1. Diisi dengan nama unit organisasi/instansi (nama Satuan Kerja/Wilayah/Eselon

I/ Kementerian Negara/Lembaga)

2. Diisi dengan nomor berita acara

3. Diisi dengan hari waktu pembuatan berita acara

4. Diisi dengan tanggal waktu pembuatan berita acara

5. Diisi dengan bulan waktu pembuatan berita acara

6. Diisi dengan tahun waktu pembuatan berita acara

7. Diisi dengan tempat pembuatan berita acara

8. Diisi dengan nama penanggungjawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf

yang ditunjuk/dikuasakan

9. Diisi dengan NIP penanggungjawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf

yang ditunjuk/dikuasakan

10. Diisi dengan jabatan penanggungjawab unit akuntansi barang atau pejabat/staf

yang ditunjuk/dikuasakan

11. Diisi dengan nama penanggungjawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf

yang ditunjuk/dikuasakan

12. Diisi dengan NIP penanggungjawab unit akuntansi keuangan atau pejabat/staf

yang ditunjuk/dikuasakan

13. Diisi dengan jabatan penanggungjawab unit akuntansi keuangan atau

pejabat/staf yang ditunjuk/dikuasakan

14. Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi internal. Misalnya rekonsiliasi

bulan januari tahun anggaran 2010, maka diisi dengan “Bulan Januari Tahun

Anggaran 2010”

15. Diisi dengan nama pimpinan unit organisasi/instansi

16. Diisi dengan NIP/NRP pimpinan unit organisasi/instansi

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA 

REKONSILIASI INTERNAL 

<bulan/smt/thn> <tahun>

1. Kode

2. Nama

ASET LANCAR

Persediaan

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

ASET LAINNYA

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Total Intrakomptabel (A+B+C)

Ekstrakomptabel

Total Gabungan (D+E)

ASET LANCAR

Persediaan

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

ASET LAINNYA

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Total Intrakomptabel (A+B+C)

Ekstrakomptabel

Total Gabungan (D+E)

ASET LANCAR

Persediaan

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

ASET LAINNYA

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Total Intrakomptabel (A+B+C)

Ekstrakomptabel

Total Gabungan (D+E)

I. TANDA TANGAN II. PERIODE
barang keuangan

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

No. PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK-BMN KESEPAKATAN

III. UNIT ORGANISASI

<bagian anggaran> <eselon-1> <eselon-1> <satuan kerja> <satuan kerja> <jenis kewenangan>

1

B 

1 2 3 4 5

A 

3

4

1

2

C 

1

5

6

E 

F 

2

D 

1 2 3 4 5 6

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN 

No. PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK-BMN SAK

A 

1

B 

1

2

3

4

5

6

C 

1

2

F 

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN 

D 

E 

6

A 

5

No. PERKIRAAN NERACA Belanja Modal Belanja Non Modal Total

Belanja Barang Belanja Belanja Lainnya

1

B 

1

2

1 2 3 3 4

2

D 

E 

F 

3

4

5

6

C 

1



VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan

BMN pada periode ...<bulan ... /semester ... /tahunan >... Tahun Anggaran

..<20xx>.. adalah sebesar Rp......... dengan rincian sebagai berikut:

a. ..................

b. ..................

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode ...<bulan ... /semester ... /tahunan >... Tahun Anggaran

..<20xx>.. terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL

sebesar Rp … dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. ..................

b. ..................

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp .... dengan rincian penjelasan

sebagai berikut:

a. ..................

b. ..................

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama

periode berjalan (pembelian dan pengembangan BMN) dengan total realisasi

belanja modal sebesar Rp .... dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. ..................

b. ..................



I. TANDA TANGAN

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab unit akuntansi keuangan dan unit

akuntansi barang atau pejabat/staf yang ditunjuk/dikuasakan.

II. PERIODE

Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi sebagai berikut:

a. Dua digit awal diisi dengan 2 digit bulan untuk rekonsiliasi bulanan, S1 atau

S2 untuk semester I atau semester II, atau diisi dengan angka 99 untuk

tahunan,

b. Dua digit akhir diisi dengan 2 digit tahun.

III. UNIT ORGANISASI

Diisi dengan kode dan nama unit organisasi yang menjalankan rekonsiliasi

sesuai jenjang unit organisasi pelaksanaan rekonsiliasi (UAKPB/UAPPBW/

UAPPB-ES1/UAPB)

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL

UNTUK PERIODE BERJALAN

Untuk pelaksanaan rekonsiliasi pertama kali, rekonsiliasi saldo awal BMN harus

menyajikan nilai BMN menurut LBKP dan LKKL-KPA berdasarkan saldo akhir

BMN periode sebelumnya.

Kolom dan baris dalam tabel diisi dengan nilai saldo akhir periode yang lalu

yang menjadi saldo awal periode berjalan menurut SAK, SIMAK-BMN dan

kesepakatan nilai diantara keduanya. Diharapkan nilai kesepakatan adalah nilai

menurut SAK maupun SIMAK-BMN sehingga tidak terdapat selisih diantara

keduanya.

Dalam hal terjadi perbedaan, maka nilai yang disepakati sebagai nilai saldo

awal dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN harus disajikan pada bagian

pengungkapan lain-lain dengan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang

ada.

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

Pada prinsipnya, tidak diperkenankan adanya perubahan/koreksi nilai saldo

awal BMN, kecuali hal-hal yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku,

seperti koreksi audit dalam rangka pembentukan nilai LBP/KP audited.

Kolom dan baris dalam tabel diisi bila terdapat koreksi audit terhadap saldo

awal, terutama untuk rekonsiliasi tahunan yang terdapat koreksi audit dari BPK.

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

Diisi dengan realisasi belanja yang terkapitalisasi hanya untuk periode berjalan

(bukan akumulasi), untuk masing-masing jenis belanja modal maupun nonmodal

(belanja barang, belanja bantuan sosial maupun belanja lainnya) yang

bersumber dari APBN tahun berjalan.

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Diisi dengan pengungkapan besaran nilai PNBP hanya untuk periode berjalan

(bukan akumulasi), disertai dengan rincian dari masing-masing kelompok

pengelolaan BMN (misal sewa, penjualan, dan sebagainya)

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Diisi dengan pengungkapan selisih saldo awal, koreksi audit dan selisih nilai

mutasi dengan realisasi belanja (yang biasanya disebabkan oleh transaksi nonkeuangan)

maupun pengungkapan lainnya yang berkaitan dan diperlukan

dalam rekonsiliasi internal periode berjalan.

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA 

REKONSILIASI INTERNAL 

<bulan/smt/thn> <tahun>

1. Kode

2. Nama

I. TANDA TANGAN II. PERIODE

barang keuangan

III. UNIT ORGANISASI

<bagian anggaran> <eselon-1> <eselon-1> <satuan kerja> <satuan kerja> <jenis kewenangan>

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN 

No. No. SP2D Tgl. SP2D Jns. Belanja Uraian Jns. Belanja Rupiah SPM Tot. Rupiah SPPA Selisih

1

3

2

5

4

7

6

9

8

11

10

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN 

No. No. SP2D Tgl. SP2D Jns. Belanja Uraian Jns. Belanja Rupiah SPM Tot. Rupiah SPPA Selisih

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No. No. SP2D Tgl. SP2D Jns. Belanja Uraian Jns. Belanja Rupiah SPM Keterangan

11

2

1

4

3

6

5

8

7

11

10

9



I. TANDA TANGAN

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab / kuasa penanggung jawab Unit

Akuntansi Keuangan dan Barang

II. PERIODE

Diisi dengan periode pelaksanaan rekonsiliasi sebagai berikut:

a. Dua digit awal diisi dengan 2 digit bulan untuk rekonsiliasi bulanan, S1 atau S2

untuk semester I atau semester II, atau diisi dengan angka 99 untuk tahunan;

b. Dua digit akhir diisi dengan 2 digit tahun

III. UNIT ORGANISASI

Diisi dengan kode dan nama unit organisasi yang menjalankan rekonsiliasi sesuai

jenjang unit organisasi pelaksanaan rekonsiliasi (UAKPB/UAPPB-W/UAPPBES1/

UAPB)

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

Diisi dengan rincian SPM/SP2D belanja modal hanya periode berjalan, dengan

total rupiah SPPA (total asset dalam SPM/SP2D tersebut). Bila terjadi selisih

(karena tidak terkapitalisasi maupun hal lainnya) supaya diungkapkan dalam

lampiran ini.

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

Diisi dengan rincian SPM/SP2D belanja non modal hanya periode berjalan,

dengan total rupiah SPPA (total asset dalam SPM/SP2D tersebut).

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK

BMN

Diisi dengan rincian SPM/SP2D belanja modal yang tidak/belum membentuk BMN

hanya pada periode berjalan, karena tidak terkapitalisasi maupun hal lainnya dan

dicatatkan dalam kolom keterangan.

CARA PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



Berita Acara Stock Opname Fisik (Stock Opname)                                                                                                                       1 
 

 

 

 

 

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN  

PT/PTA/PTTUN/DILMILTI/PN/PA/PTUN/DILMIL*)  ……………………………… 

 

Nomor :  ……………………………….. 

 

 

Pada hari ini, ……………… Tanggal … …, Bulan …… ……………, Tahun ……………, 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama   :  …………………………………………. 

NIP.   :  …………………………………………. 

Jabatan   :  Kuasa Pengguna Anggaran / Barang 

 

2. Nama   :  …………………………………………. 

NIP.   :  …………………………………………. 

Jabatan   :  Ka. Sub. Umum  

 

3. Nama   :  …………………………………………. 

NIP.   :  …………………………………………. 

Jabatan   :  Ka. Sub. Keuangan 

 

4. Nama   :  …………………………………………. 

NIP.   :  …………………………………………. 

Jabatan   :  Operator Persediaan 

 

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname  barang persediaan Semester 

…….. Tahun ………., sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (Stock 

Opname). Adapun total Nilai Barang per ………………… meliputi ; 

 

a. Barang Konsumsi      :  ……………………………………… 

b. Amunisi      :  ……………………………………… 

c. Bahan Untuk Pemeliharaan     :  ……………………………………… 

d. Suku Cadang       :  ……………………………………… 

e. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga :  ……………………………………… 

f. Pita Cukai dan Leges     :  ……………………………………… 

g. Bahan Baku       :  ……………………………………… 

h. Barang Dalam Proses / Setengah Jadi   :  ……………………………………… 

i. Tanah / Bangunan Untuk Dijual    :  ……………………………………… 

j. Hewan dan tanaman untuk dijual    :  ……………………………………… 

 

k. Total        :  ……………………………………… 

 

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

Tim Stock Opname : 

1. ………………………………. ……………………..   ………………………… 

2. ………………………………. ……………………..   ………………………… 

3. ………………………………. ……………………..   ………………………… 

4. ………………………………. ……………………..   ………………………… 

Lampiran 2 



 

 

Lampiran 3  

      

 

 
 
Halaman : …. [ 3 ] …. 

UPPB – Eselon I     :  …..[ 1 ] …. 

UPPB – Wilayah     :  …. [ 2 ] …. 

 LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN 
(STOCK OPNAME) 

Kode Satuan Kerja  :  …. [ 4 ] …. 

Nama Satuan Kerja :  ….[ 5 ] …. 
         

No 

Kode Barang 

Nama Barang 
Type/ 
Merk 

Tahun 
Perolehan 

Kuantitas Barang 

Satuan 
Harga 
Satuan 
( Rp ) 

Kondisi 
Barang Keteranga

n Kode Sub-sub 
Kelompok Barang 

Kode 
Barang 

Menurut 
Administrasi 

Hasil 
Inventarisasi 

Selisih B R U 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 

                          

                          

 .[6].  … [7] … …[8]… …[9]… …[10]… …[11]…  …[12]…  …[13]…  …[14]…  …[15]… …[16]…  …[17]…  …[18]…  

                          

                          

                          

 
 
              …. [ 19 ] …., ….[ 20 ] …. 
              Pejabat Pengurus Persediaan 
                
 
 
              …. [ 21 ] …. 
              …. [ 22 ] …. 

3
4
 

 



 

 

 
 Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Inventarisasi Persediaan (Lampiran 3) 

 
 Penjelasan Umum 

1) Inventarisasi persediaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali 
pada akhir tahun anggaran, pada saat pengecekan kembali, atau pada 
saat serah terima penanggung jawab pengelola persediaan dan sewaktu-
waktu apabila diperlukan. 

2) Laporan hasil inventarisasi persediaan dibuat 2 (dua) rangkap : 
- 1 (satu) rangkap untuk arsip Satuan Kerja 
- 1 (satu) rangkap lainnya untuk Kepala Kantor/Satuan Kerja. 

3) Laporan hasil inventarisasi persediaan dibuat per sub-sub kelompok 
barang dalam sub kelompok barang yang sama. 

 
 Cara Pengisian 

(1) Diisi dengan nomor urut halaman Laporan Hasil Inventarisasi 
(2) Diisi dengan nama UPPB-E1 
(3) Diisi dengan nama UPPB-W 
(4) Diisi dengan kode satker/UPKPB ( dua puluh digit ) 
(5) Diisi dengan nama satker/UPKPB 
(6) Diisi dengan nomor urut pencatatan 
(7) Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang sesuai dengan 

penggolongan dan kodefikasi yang berlaku (sesuai dalam aplikasi 
persediaan) 

(8) Diisi dengan kode jenis barang yang didaftarkan dalam table barang 
(enam digit) 

(9) Diisi dengan nama barang persediaan sesuai dengan yang didaftarkan 
dalam tabel barang 

(10)  Diisi dengan merk/type barang persediaan (bila ada) 
(11) Diisi dengan tahun perolehan barang persediaan 
(12) Diisi dengan jumlah/kuantitas barang persediaan sesuai dengan 

jumlah/kuantitas yang tersisa dalam buku barang 
(13) Diisi dengan jumlah/kuantitas barang persediaan sesuai dengan 

kuantitas atas barang persediaan yang ditemukan dalam pelaksanaan 
inventarisasi (opname fisik) persediaan 

(14) Diisi dengan selisih antara jumlah/kuantitas persediaan yang ditemukan 
dalam pelaksanaan inventarisasi (opname fisik) persediaan dengan 
jumlah/kuantitas persediaan sesuai dengan jumlah/kuantitas yang 
tersisa dalam buku persediaan 

(15) Diisi dengan satuan barang yang digunakan dalam tabel barang 
(16) Diisi dengan harga perolehan terakhir persediaan 
(17) Diisi dengan jumlah/kuantitas barang persediaan berdasarkan 

kondisinya untuk tiap jenis barang persediaan, yaitu : B untuk barang 
dengan kondisi baik; R untuk barang dengan kondisi rusak; dan U 
untuk barang dengan kondisi using 

(18) Diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk masing-masing jenis 
barang persediaan berdasarkan hasil inventarisasi (opname fisik) 
persediaan yang telah dilakukan 

(19) Diisi dengan nama kota ditandatanganinya laporan hasil inventarisasi 
persediaan 

(20) Diisi dengan tanggal selesainya pelaksanaan inventarisasi (opname 
fisik) persediaan 

(21) Diisi dengan nama penandatangan hasil inventarisasi (opname fisik) 
persediaan selaku pejabat penanggung jawab/pengurus persediaan  

(22) Diisi dengan NIP penandatangan hasil inventarisasi (opname fisik) 
persediaan selaku pejabat penanggung jawab/pengurus persediaan 



Form : R-01

Halaman : … (1) …

: …..(2)…….

Nilai Adm Nilai Inv Selisih Nilai Adm Nilai Wajar Selisih Nilai Adm Nilai Wajar Selisih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 9-10+13+16

..(5).. ..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ..(17).. ..(18).. ..(19).. ..(20).. ..(21)..

...(22)... ..(23).. ...(24)... ..(25).. ..(26).. ..(27).. ..(28).. ..(29).. ..(30).. ..(31).. ..(32).. ..(33)..

………….., ( 34 ) ………………

Penanggung Jawab Pengguna Barang

………….., ( 35 ) ………………

NIP. ……. ( 36 ) ……………….

Jumlah

Hasil Inventarisasi
Keterangan K/L

Kode Satker Nama Satker

HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN

Nama UAPPB-W

LP-02

TABEL VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

TINGKAT PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH

Per …… (3) ……

LP-01
Nomor Tanggal BA-03 TOTAL  

Hasil Penilaian

TAHUN ANGGARAN … (4) …

No
Berita Acara

BA-01
BA-04

Lampiran 4



Form R-01

 

1. Penjelasan Umum

2. Cara Pengisian

(1). Diisi dengan nomor urut halaman;

(2). Diisi dengan nama Koordinator Wilayah;

(3).

(4). Diisi dengan Tahun Anggaran pelaporan;

(5). Diisi dengan nomor urut;

(6). Diisi dengan Kode Satker di lingkungan K/L;

(7). Diisi dengan Nama Satker di lingkungan K/L;

(8).

(9).

(10).

(11).

(12).

(13).

(14).

(15).

(16).

(17).

(18).

(19).

(20).

(21).

(22). Diisi dengan total kolom isian nomor 6 pada akhir periode pelaporan;

(23). Diisi dengan total kolom isian nomor 7 pada akhir periode pelaporan;

(24). Diisi dengan total kolom isian nomor 8 pada akhir periode pelaporan;

(25). Diisi dengan total kolom isian nomor 9 pada akhir periode pelaporan;

(26). Diisi dengan total kolom isian nomor 10 pada akhir periode pelaporan;

(27). Diisi dengan total kolom isian nomor 11 pada akhir periode pelaporan;

(28). Diisi dengan total kolom isian nomor 12 pada akhir periode pelaporan;

(29). Diisi dengan total kolom isian nomor 13 pada akhir periode pelaporan;

(30). Diisi dengan total kolom isian nomor 14 pada akhir periode pelaporan;

(31). Diisi dengan total kolom isian nomor 15 pada akhir periode pelaporan;

(32). Diisi dengan total kolom isian nomor 16 pada akhir periode pelaporan;

(33). Diisi dengan total kolom isian nomor 17 pada akhir periode pelaporan;

(34). Diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan;

(35). Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Pengguna Barang;

(36). Diisi dengan NIP penanggung jawab Pengguna Barang;

Diisi dengan total nilai selisih (dalam rupiah) antara total nilai BMN sesuai hasil penilaian oleh 

Penilai dari DJKN pada poin 16 dengan total nilai inventarisasi pada poin 15 dalam LP-01;

Diisi dengan total nilai perolehan BMN (dalam rupiah) sesuai hasil inventarisasi atas BMN yang 

berlebih dengan perolehan sebelum tahun 2005 (LP-02);

Diisi dengan total nilai wajar BMN (dalam rupiah) sesuai hasil penilaian oleh Penilai dari DJKN atas 

BMN berlebih dengan perolehan sebelum tahun 2005 (LP-02);

Diisi dengan total nilai selisih (dalam rupiah) antara total nilai BMN sesuai hasil penilaian oleh 

Penilai dari DJKN atas BMN berlebih dengan perolehan sebelum tahun 2005 pada poin 19 dengan 

total nilai inventarisasi atas BMN berlebih dengan perolehan sebelum tahun 2005 pada poin 18;

barang berlebih (BA-03) dikurangi nilai barang hilang (BA-04) ditambah perubahan nilai antara nilai 

administrasi dengan nilaiwajar hasil penilaian BMN (LP-01 dan LP-02);

Diisi dengan total nilai wajar BMN (dalam rupiah) sesuai hasil penilaian oleh Penilai dari DJKN atas 

perolehan BMN sebelum tahun 2005 (LP-01);

TABEL VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN                           

BARANG MILIK NEGARA

Tabel verifikasi dan validasi hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) merupakan 

tabel yang menyajikan rekapitulasi nilai BMN hasil IP BMN oleh Tim Penertiban pada Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L). Tabel Verifikasi dan validasi ini juga digunakan sebagai alat monitoring atas 

progres pelaksanaan IP BMN pada K/L.

Diisi dengan tanggal pelaporan atas pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian Barang Milik Negara;

Diisi dengan Nomor Berita Acara hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilain BMN;

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian 

BMN;

Diisi dengan total nilai BMN (dalam rupiah) sesuai hasil administrasi BMN (BA-01);

Diisi dengan total nilai BMN (dalam rupiah) sesuai hasil inventarisasi BMN (BA-01);

Diisi dengan total nilai selisih (dalam rupiah) antara total nilai BMN sesuai hasil inventarisasi pada 

poin 11 dengan total nilai BMN dari hasil administrasi pada poin 10 (BA-01);

Diisi dengan total nilai BMN (dalam rupiah) yang ditemukan (berlebih) pada saat dilakukan 

inventarisasi BMN (BA-03);

Diisi dengan total nilai BMN (dalam rupiah) yang tidak ditemukan (hilang) pada saat dilakukan 

inventarisasi BMN (BA-04);

Diisi dengan total nilai perolehan BMN (dalam rupiah) sesuai hasil inventarisasi yang sebagaimana 

tercantum dalam LP-01;



Form : R-02

Halaman : … (1) …

Nama UAPPB-W : …..(2)…….

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (4+5+6-7+8) 10 11 12 = R-01 (17) - R-02 (9) 13

..(5).. ..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(9).. ..(10).. ..(11).. ..(12).. ..(13).. ..(14).. ..(15).. ..(16).. ..(17)..

..(18).. ..(19).. ..(20).. ..(21).. ..(22).. ..(23).. ..(24)..

………….., ( 25 ) ………………

………….., ( 26 ) ………………

………….., ( 27 ) ………………

NIP. ……. ( 28 ) ……………….

Menu Transaksi 

'100'

Jumlah

Keterangan K/L

Kode 

Satker
Nama Satker

TINGKAT PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH

TABEL VERIFIKASI DAN VALIDASI TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

Menu Transaksi 

'204'

Menu Transaksi 

'205'
Nomor Tanggal

TAHUN ANGGARAN … (4) …

Per …… (3) ……

Menu Transaksi 

'301'
TOTAL

Ket

Berita Acara 

Rekonsiliasi     

SELISIH                    

Update Hasil IP dengan SIMAK-BMN

Menu 

Transaksi 

Lainnya

Lampiran 5



Form R-02

 

1. Penjelasan Umum

2. Cara Pengisian

(1). Diisi dengan nomor urut halaman;

(2). Diisi dengan nama Koordinator Wilayah;

(3).

(4). Diisi dengan Tahun Anggaran pelaporan;

(5). Diisi dengan nomor urut;

(6). Diisi dengan Kode Satker di lingkungan K/L;

(7). Diisi dengan Nama Satker di lingkungan K/L;

(8).

(9).

(10).

(11).

(12).

(13).

(14).

(15).

(16).

(17).

(18). Diisi dengan total kolom nomor 4 pada akhir periode pelaporan;

(19). Diisi dengan total kolom nomor 5 pada akhir periode pelaporan;

(20). Diisi dengan total kolom nomor 6 pada akhir periode pelaporan;

(21). Diisi dengan total kolom nomor 7 pada akhir periode pelaporan;

(22). Diisi dengan total kolom nomor 8 pada akhir periode pelaporan;

(23). Diisi dengan total kolom nomor 9 pada akhir periode pelaporan;

(24). Diisi dengan total kolom nomor 14 pada akhir periode pelaporan;

(25). Diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan;

(26). Diisi dengan Penanggung Jawab Pengguna Barang;

(27). Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Pengguna Barang;

(28). Diisi dengan NIP penanggung jawab Pengguna Barang;

Diisi dengan penjelasan atas terjadinya perbedaan antara nilai hasil IP dengan koreksi yang sudah 

dilakukan;

Diisi dengan total nilai (dalam rupiah) transaksi koreksi perubahan nilai/kuantitas (transaksi '204') 

dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai tindak lanjut yang dilakukan terkait perbedaan nilai BMN 

antara administrasi  dengan nilai inventarisasi BMN sebagaimana BA - 01;

Diisi dengan total nilai (dalam rupiah) transaksi perubahan nilai koreksi tim penertiban aset 

(transaksi '205') dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai tindak lanjut yang dilakukan terkait 

perbedaan nilai BMN antara nilai inventarisasi dengan nilai wajar yang ditetapkan oleh Tim Penilai 

sebagaimana LP - 01 dan LP - 02;

Diisi dengan total nilai (dalam rupiah) transaksi penghapusan (transaksi '301') dalam aplikasi 

SIMAK BMN sebagai tindak lanjut yang dilakukan terkait BMN berlebih yang tidak diketemukan 

pada saat pelaksanaan inventarisasi BMN sebagaimana BA - 04;

Diisi dengan total nilai (dalam rupiah) transaksi lainnya dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai tindak 

lanjut yang dilakukan terkait pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN;

Diisi dengan total nilai untuk setiap uraian pada kolom 6, 7, 8, 9, dan 10;

Diisi dengan Nomor Berita Acara Rekonsiliasi Penertiban BMN yang dilakukan antara Bagian 

Keuangan dan Bagian Barang (petugas SIMAK BMN dan SAK) Satker K/L dengan DJKN sebagi 

proses perbandingan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut atas pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian BMN;

Diisi dengan selisih yang terjadi antara penambahan/(penurunan) nilai BMN sebagai akibat 

pelaksanaan inventarisasi BMN dengan nilai koreksi yang telah dilakukan melalui aplikasi SIMAK-

BMN;

Diisi dengan total nilai (dalam rupiah) transaksi saldo awal (transaksi '100') dalam aplikasi SIMAK 

BMN sebagai tindak lanjut yang dilakukan terkait BMN berlebih yang ditemukan pada saat 

pelaksanaan inventarisasi BMN sebagaimana BA - 03;

TABEL VERIFIKASI DAN VALIDASI TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN 

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

Tabel verifikasi dan validasi tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) 

merupakan tabel yang menyajikan rekapitulasi tindak lanjut berupa koreksi yang telah dilakukan melalui 

aplikasi SIMAK-BMN sebagai tindak lanjut atas hasil IP BMN oleh Tim Penertiban beserta penjelasan 

yang diperlukan. Tabel Verifikasi dan validasi tindak lanjut IP BMN ini juga digunakan sebagai alat 

monitoring atas pelaksanaan beserta tindak lanjut IP BMN pada K/L.

Diisi dengan tanggal pelaporan atas pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan inventarisasi dan 

penilaian Barang Milik Negara;

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi Penertiban BMN;


